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"Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; 
ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.” 
(Matius 7:7) 
 
Jangan takut untuk bermimpi. Karena mimpi adalah tempat menanam benih 
harapan dan memetakan cita-cita.  
(Monkey D. Luffy) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan pengajuan Kasasi 
oleh Oditur Militer terhadap putusan bebas dalam perkara penggelapan dan 
pengrusakan barang dengan ketentuan Kasasi Pasal 239 Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan kesesuaian pertimbangan 
Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan Kasasi Oditur Militer dengan 
ketentuan Pasal 242 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 
tentang Peradilan Militer. Putusan yang berupa putusan bebas berdasarkan 
ketentuan Pasal 219 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 semula tidak dapat 
diajukan upaya hukum Kasasi, namun dalam praktek penegakan hukum dapat 
diajukan Kasasi berdasar ketentuan dalam lampiran keputusan Menteri 
Kehakiman dan yurisprudensi Mahkamah Agung, sejak adanya Keputusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 telah menghilangkan frasa 
“kecuali terhadap putusan bebas”, sehingga tidak ada pengecualian terhadap 
putusan bebas untuk dilakukan upaya Kasasi oleh Oditur Militer. Metode 
penelitian dalam penilitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang 
bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus atau lebih tepatnya studi 
kasus. Sumber penelitian menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder. Teknik pengumpulan dengan studi dokumen atau kepustakaan. Teknik 
analisis menggunakan metode silogisme dengan pola deduktif. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) pengajuan Kasasi oleh Oditur Militer 
dengan alasan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12  yang 
kurang tepat, dan perlu dikoreksi, serta kekurangtelitian dalam pencantuman 
unsur pasal, Judex Facti telah salah menerapkan hukum telah sesuai dengan Pasal 
239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. (2) Pertimbangan Mahkamah Agung 
dalam mengabulkan permohonoan kasasi Oditur Militer atas dasar bahwa judex 
facti telah salah menerapkan hukum dan kemudian Mahkamah Agung mengadili 
sendiri perkara tersebut. Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana penggelapan yang didakwakan, maka pengadilan 
menjatuhkan pidana penjara 6 bulan dengan percobaan 8 bulan dan wajib 
mengembalikan uang sebesar Rp176.128.500,00. Hal tersebut sesuai dengan 
ketentuan Pasal 242 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. 
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This study aims to determine the reason for filling the suitability of cassation by 
Military Prosecutor against free verdict in case of embezzlement and damage of 
goods with the provision of Cassation Article 239 of Act Number 31 Year 1997 
about Military Justice and the appropriateness of the Supreme Court's 
consideration in granting the Cassasion request of Military Prosecutor with the 
provision of Article 242 jo Article 190 paragraph (1) of Act Number 31 Year 1997 
about Military Justice. Verdict in the form of free verdict based on the provisions 
of Article 219 of Act Number 31 Year 1997 originally could not be remedy of 
Cassasion, but in law enforcement practice Cassation can be filed based on the 
provisions in the attachment of the decision of the Minister of Justice and the 
jurisprudence of the Supreme Court, since the existence of the Constitutional 
Court Decision Number 114/PUU-X/2012 has removed the phrase "except 
against free verdict", so there is no exceptions to the free verdict to make the 
Cassation by Military Prosecutor. Research method in this study is a kind of 
normative legal research that is prescriptive and applied with case approach or 
more precisely the case study. Sources of research using primary legal materials 
and secondary legal materials. Gathering techniques with the study of document 
or literature study. Technical analysis using syllogistic method with deductive 
pattern. Based on the result of the study, it can be concluded that (1) the filing of 
Cassation by Military Prosecutor with the reason of the consideration of the 
Judges of Military Court III-12 which is not precise, and need to be corrected, 
also the the lack of scrunity in the inclusion of the article, Judex Facti has 
wrongly applied the law in accordance with Article 239 Act Number 31 Year 
1997. (2) Supreme Court considerations in granting the request Cassation of the 
Military Prosecutor on the basis that judex facti has misapplied the law and then 
the Supreme Court has adjudicated the case itself. The defendant is legally and 
convincingly guilty of committing the crime of embezzlement, the court shall 
impose 6 months imprisonment with trial 8 months and must refund 
Rp176.128.500,00. This is in accordance with the provisions of Article 242 jo 
Article 190 paragraph (1) of Act Number 31 Year 1997. 
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